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  BAB  I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan 

agama sehingga perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan 

kepercayaannya.1 Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yaitu 

akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 

membentuk keluarga tanpa adanya paksaan serta mentaati perintah Allah swt yang 

merupakan sebuah ibadah. Berbagai bentuk kasus perkawinan di Indonesia yang 

diperbincangkan merupakan perbuatan hukum yang sering menimbulkan sebab 

akibat baik yang dilakukan perkawinan maupun Negara yang memiliki penduduk 

pasangan tersebut. Salah satunya perkawinan beda agama merupakan fenomena 

yang terjadi di Indonesia baik kalangan artis, masyarakat awam maupun aktifis 

dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik. Perkawinan beda agama 

yaitu suatu ikatan lahir batin pasangan diantara seorang laki-laki dengan 

perempuan yang berbeda agama menjadi penyebab bersatunya dua peraturan yang 

berlainan tata cara dan syarat-syarat penyelenggaraan perkawinan dengan hukum

                                                

1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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agamanya masing-masing bertujuan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.2 

Kemudian untuk menyiasiati penyelenggaraan beda agama umumnya 

pasangan beda agama melaksanakan dua cara yakni menyiasiati celah hukum 

dengan cara salah satu pihak menjalankan perpindahan agama untuk sementara 

waktu misalnya perkawinan berlangsung pasangan tersebut memeluk agama 

bersamaan lalu setelah perkawinan mereka kembali memeluk agamanya masing-

masing atau dengan cara lain melangsungkan perkawinan di luar negeri. Selain itu 

melalui penetapan pengadilan karena biasanya catatan sipil tidak diperkenankan 

untuk menerima perkawinan beda agama lalu mereka mengajukan permohonan ke 

pengadilan kemudian atas penetapan pengadilan di hadapan catatan sipil maka 

diperkenankan untuk perkawinan beda agama.3 Begitu juga Keputusan Presiden 

No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan 

Penyelenggaraan Catatan Sipil Republik Indonesia menyatakan bahwa 

menyelenggarakan pencatatan dan penertiban dalam hal kutipan akta kelahiran, 

akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian bagi non islam dan akta 

pengesahan anak, Artinya kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang catatan 

sipil.4 

                                                

2Abdurahman,Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta:Akademika 

Pressindo,1992,hlm.144. 

3Sudarsono,Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta:Rineka Cipta,1994,hlm.1. 

4Indonesia, Keppres No.12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan 

PenyelenggaraanCatatan Sipil,Pasal 1 ayat 2 a. 
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Selanjutnya agar sebuah perkawinan dapat diakui oleh Negara maka perlu 

dicatatkan ataupun didaftarkan di kantor urusan agama serta non islam dicatatkan 

di kantor catatan sipil menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. 

Pencatatan perkawinan sangat penting karena seorang pasangan suami istri 

memiliki bukti sah bahwasanya Negara mengakui secara sah perkawinan beserta 

segala akibat yang muncul dari pernikahan itu sendiri.5 Sesudah diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 

bahwa kantor catatan sipil mempunyai wewenang guna mendata perkawinan beda 

agama yang sudah memperoleh penetapan dari pengadilan bahwa pencatatan 

perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a 

menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah 

perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.6 

Alasan keabsahan perkawinan akan dinilai oleh hakim pengadilan negeri 

dimana permohonan pengesahan perkawinan disampaikan dikarenakan pencatatan 

perkawinan memberi kepastian dan perlindungan hukum terkait status pribadi oleh 

Negara. Pencatatan perkawinan sebuah tindakan administratif sebagai bukti 

autentik dalam buku kawin ataupun akta perkawinan yang sah secara hukum. 

Kompleksitas perkawinan beda agama bisa menyebabkan akibat hukum dalam 

status anak dan kewarisannya dimana memerlukan perlindungan hukum bagi anak 

                                                

5Dimuat dalam artikel Fakta Empiris Nikah Beda Agamadi 

Indonesiahttp://blog.uny.ac.id/retnoen/2012/1/7/fakta-empiris-pernikahan-beda-agama/ , Diakses 

pada 17 Agustus 2022. 

6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,  

LN. No. 232 Tahun 2013, TLN. No. 5475,  Pasal 35 Huruf a. 
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yang dilahirkan sebagai upaya preventif agar terjamin hak serta kewajibannya 

dalam berkehidupan. Dalam menjamin hak kedudukan anak sesuai ketentuan 

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak dalam 

memeluk agamanya dapat dilakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan 

ajaran baik oleh Negara,  pemerintah, orang tua maupun lembaga sosial.7 

Seharusnya perkawinan beda agama di kalangan masyarakat tidak terjadi 

dalam hal ini pemerintah ataupun Negara dengan tegas menentangnya dalam 

praktik bila tidak diterima kantor urusan agama maka dapat dilakukan di kantor 

catatan sipil namun kenyataannya perkawinan beda agama berdasarkan peraturan 

perundang-undangan itu sesungguhnya tidak diharapkan. Ini seringkali 

memunculkan perbedaan penafsiran sebagian beranggapan sah karena selama 

dilaksanakan berdasarkan agama atau kepercayaan salah satu pihak maka mereka 

akan menganggap sah perkawinan beda agama. Sedangkan yang 

lainnyaberanggapan tidak sah sebab tidak mencukupi ketentuan berdasarkan 

agama ataupun Undang-Undang.8 

Menurut Sulistyowati Sugondo Ketua Konsorium Catatan Sipil bahwasanya 

Perumusan Pasal 35 huruf a dikarenakan terdapat celah pada Pasal 21 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dimana celah tersebut yaitu jika pegawai pencatat atau 

kantor catatan sipil beranggapan bahwasanya perkawinan tidak bisa dicatatkan dan 

                                                

7 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN. No. 

297 Tahun 2014, TLN. No. 5606, Pasal 43. 

8Rusli & R.Tama,Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Bandung:Penerbit Pionir 

Jaya,2000,hlm.16. 
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dilakukan sebab melawan Undang-Undang Perkawinan maka ia berkewajiban 

memberikan penolakan secara tertulis ini yang selanjutnya digugat ke pengadilan 

selanjutnya menetapkan apakah penolakan tersebut memang tepat ataupun 

sebaliknya menetapkan bahwasanya perkawinan tersebut bisa dicatatkan.9 

Berbagai aspek perkawinan beda agama di beberapa Negara yakni aspek 

psikologis, aspek religius, aspek yuridis dan ketentuan hukum positif Indonesia.10 

Dengan demikian bahwasanya wewenang guna memeriksa ataupun 

menyelesaikan masalah perkawinan beda agama berada pada pengadilan negeri. 

Selanjutnya penjelasan Pasal 35 huruf a memberi exit way eksplisit untuk masalah 

perkawinan beda agama sebab menjelaskan yang dimaksudkan dengan 

Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilaksanakan 

antar umat yang memiliki agama berbeda.11 Berikutnya Pasal 36 menjelaskan 

bahwasanya dalam hal perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan akta 

perkawinan,pencatatan perkawinan dilaksanakan sesudahada penetapan 

pengadilan.12 

                                                

9Lies Sugondo: Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan (online) 

,http://hukumonline.com , 20 Agustus 2022. 

10Indonesia, Keppres No.12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan  

PenyelenggaraanCatatan Sipil,Pasal 1 ayat 2 a. 

11Nafdin Ali Chandera,’’Pencatatan Perkawinan Beda Agama DiKantor DinasKependudukan 

dan Pencatatan Sipil KotaYogyakarta’’Tesis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta:2016,t.d. http://digilib.uin-suka.ac.id/2070, Diakses pada 20 Agustus 2022. 

12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, 

LN. No. 232 Tahun 2013, TLN. 5475, Pasal 36. 
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Meski begitu rumusan dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk pencatatan 

perkawinan, tetapi eksistensi Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas 

memberikan ruang yang semakin luas guna memberikan izin perkawinan beda 

agama yang menurut Undang-Undang Perkawinan dipandang tidak sah sesui 

dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya perkawinan dianggap 

sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing serta 

landasan dilarangnya perkawinan beda agama sebab hakikatnya tidak ada agama 

yang diakui di Indonesia secara bebas mengizinkan umatnya kawin dengan 

penganut agama lainnya.13 Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwasanya terdapat 

konflik hukum dan pertentangan yuridis diantara Undang-Undang Perkawinan dan 

Undang-Undang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan masalah yang 

sama, pengadilan telah memberi penetapan yang berbeda baik menolak ataupun 

mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. 

Adapun pendapat Nana Fitriana meski dalam sistem peradilan di Indonesia 

diberlakukan asas ‘’Ius Curia Novit’’ yang memberikan keharusan kepada hakim 

supaya menerima seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan meski belum 

jelas atau tidak ada pengaturan hukumnya mencakup masalah perkawinan beda 

agama sebaiknya hakin tidak tergesa-gesa dalam menetapan pengesahan 

perkawinan beda agama dengan memperhatikan juga perspektif Kompilasi Hukum 

                                                

13Maris Yolanda Soemarno,’’Analisis Atas Keabsahan Perkawinan BedaAgama 

YangDilangsungkanDi Luar Negeri’’Tesis Mahasiswa USU,Fakultas 

Hukum,Medan:2009,t.d.http://repositorys.usu.ac.id/handles/12346789/5441, Diakses pada 20 

Agustus 2022. 
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Islam dan Undang-Undang Perkawinan.14 Oleh karena itu terhadap penetapan 

pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda agama sebaiknya dibatalkan 

sebab perkawinanitu sejatinya berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 Pada Pasal 28 B ayat (1) bahwasanya setiap orang 

berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Artinya 

setiap orang berhak melakukan perkawinan agar dapat mendapatkan keturunan.15 

Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran 

hak asasi manusia karena diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) menyatakan bahwa 

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-

Undang, Artinya dalam menjalankan hak para pihak harus tunduk agar dapat 

terjamin pengakuan atas hak yang adil baik moral, nilai-nilai agama, keamanan, 

dan ketertiban umum. Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru 

memberi peluang praktik pengesahan perkawinan beda agama. Adanya 

kekosongan hukum pada pengaturan perkawinan beda agama tidak bisa diabaikan 

secara terus menerus sebab perkawinan beda agama tidak memberikan solusi 

secara hukum melainkan dapat berdampak negatif dari segi kehidupan beragama 

                                                

14Nana Fitriana,’’Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 35 huruf 

(a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Tesis Mahasiswa UI FakultasHukum, Depok:2012, 

t.d.http://lib.ui.ac.id/file?files=digital/2028134-T29445-Masalah%2pencatatan.pdf, Diakses pada 20 

Agustus 2022). 

15Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B Ayat (1). 
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ataupun bermasyarakat seperti adanya berbagai penyeludupan nilai-nilai agama 

ataupun sosial serta hukum positif .16 

Selanjutnya, perkawinan beda agama diamati dari realitas di masyarakat 

relatif banyak terjadi dengan dua cara ialah calon istri menundukan diri ikut agama 

calon suaminya atau mereka tetap mempertahankan agamanya masing-masing, 

dengan melakukan permohonan di pengadilan negeri agar bisa melaksanakan 

perkawinan beda agama dan bisa juga dicatatkan di kantor catatan sipil. Selain itu 

juga apabila tidak ada kesepakatan atas agama otomatis ikut agama suaminya. 

Salah satu penetapan pengadilan negeri makassar Nomor:622/Pdt.P/2018/PN.Mks 

mengabulkan permohonan dari pemohon dimana calon istri beragama islam dan 

calon suami bergama kristen agar bisa melangsungkan perkawinan beda agama 

berdasarkan tata cara masing-masing, dengan demikian membutuhkan penetapan 

pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta 

memerintahkan kepala Kantor Catatan Sipil guna mencatatkan dan menerima 

perkawinan pasangan tersebut. Seharusnya, penetapan itu berlawanan dengan 

Undang-Undang Perkawinan yang bahwasanya perkawinan itu sah apabila 

dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dianutnya. Selain itu, dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penolakan terhadap perkawinan beda 

agama yang termuat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

68/PUU/XII/2014. Dalam pertimbangan hakim bahwa perkawinan beda agama 

                                                

16Jane Marlen Makalew,’’Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Indonesia’’Jurnal Lex Privatum 

Volume I Nomor 2,April-Juni 2013,hlm.67. 
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adanya alasan kebutuhan sosial sangat dikehendaki yang tidak memiliki kejelasan 

hukum dengan demikian mengakibatkan adanya anak yang telah lahir dari 

perkawinan sah dapat menyebabkan penyelundupan nilai sosial, agama dan 

hukum.17 

Maka dari itu, larangan pernikahan beda agama telah mencukupi nilai 

keadilan sebab Pertama, telah sesuai dnegan nilai moral yang dianut oleh 

mayoritas umat islam Indonesia dalam hal ini sudah mencukupi rasa keadilan 

mayoritas. Kedua, memiliki orientasi kepada hubungan Tuhan tetapi juga 

memberikan peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda 

agama. Selain itu, perkawinan beda agama seharusnya tidak dilegalkan sebab 

memunculkan berbagai implikasi negatif dikemudian hari dimana implikasi yang 

dimaksud yaitu status anak yang dilahirkan dari proses perkawinan yang tidak 

saha dikarenakan penolakan perkawinan beda agama yaitu adanya pengakuan 

bahwasanya anak itu merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. 

Sehingga konsekuensi yang diterima yaitu anak tersebut tidak mempunyai 

hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak memiliki hak guna memperoleh 

harta waris jika tidak seagama dengan pewarisnya serta tidak memiliki hak atas 

nafkah dan pemeliharaan dari ayah selanjutnya ayah juga tidak bisa menjadi wali 

kawin bagi anak perempuannya.18 

                                                

17 Pengadilan Negeri Makasar, Penetapan No. 622/Pdt.P/2018/PN. Mks 

18Setiati Widihastuti,Eny Kusdarini, dan Sri Hartini, ’’Kajian Terhadap Perkawinan Antar 

Orang Berbeda Agama DiWilayah Hukum KotaYogyakarta’’,JurnalIlmu-Ilmu Sosial (SOCIA) FIS 

UNY Yogyakarta Volume XI nomor 2 ,September2014,hlm.136. 
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Indonesia memiliki berbagai jenis kepercayaan dan agama. Terdapat lima 

kepercayaan dan agama yang diakui yakni agama islam, katholik, kristen 

protestan, buddha dan hindu. Beragamnya kepercayaan dan agama di Indonesia 

tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan antar agama yang akan terjadi. 

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama sehingga 

memberikan celah untuk tetap menyelenggarakan perkawinan supaya memperoleh 

Legalitas, maka dilaksanakan permohonan dispensasi atas sebuah perkawinan 

beda agama disampaikan kepada pengadilan negeri. Tetapi, hanya beberapa 

pengadilan yang mau menerima permohonan itu, tidak selama permohonan dapat 

diterima. Dimana permohonan dispensasi perkawinan membutuhkan alasan kuat 

supaya dikabulkan maka dari itu tergantung dengan bagaimana pandangan dan 

pertibangan hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan tersebut.19 

Keseluruhan aktivitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan dan menolak 

perkara dispensasi kawin merupakan sebuah diskresi (kebijaksanaan) yang artinya 

wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada undang-

undang yang berlaku. Karena dalam konstitusi dijelaskan hakim adalah pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.20 

                                                

19Rusli & R.Tama,Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya,Bandung:Penerbit Pionir 

Jaya,2000,hlm.16. 

20Lili Rasjidi,Hukum,Perkawinan danPerceraian di Malaysia dan 

Indonesia,Bandung,Alumni,Cet Ke-1,1982,hlm.8-11. 
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Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan mengenai hubungannya dengan perkara 

dispensasi kawin, maka hakim berdasarkan bukti akan memastikan faktanya ialah 

adanya alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi dan setelah adanya 

alasan maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya. Maka hakim akan 

memutuskan perkara dispensasi kawin berdasarkan kebijaksanaannya dan 

pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan pihak pemohon mengajukan 

dispensasi sehingga nantinya keputusan hakim murni kebebasan demi 

kemaslahatan pihak pemohon. Secara yuridis permasalahan dispensasi kawin 

sudah diatur tetapi tidak disebutkan secara detail dalam peraturan perundang-

undangan di Negara Indonesia yang bisa dijadikan sumber hukum materil bagi 

pengadilan dalam memutuskan perkara ini.21 

Adanya kerancuan dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia 

dan status anak dari perkawinan beda agama yang menjadi masalah hukum di 

masyarakat dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait 

penegasan peranan kepercayaan dan keagamaan dari suatu perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukumnya masing-masing agamanya sehingga 

berbenturan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang 

                                                

21 Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. No. 

8 Tahun 2004, TLN. 4358, Pasal 21. 
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menjadikan perkawinan beda agama menjadi sah apabila melalui penetapan 

pengadilan.22 

Selanjutnya, berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk 

mengkaji Skripsi ini dengan judul :’’ Dispensasi Kawin Beda Agama Melalui 

Penetapan Pengadilan Dalam Kerangka Perlindungan Hak Perkawinan 

Warga Negara’’. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

dibahas dalam Skripsi ini dapat dirumuskan dalam wujud pernyataan hukum, 

sebagai berikut; 

1. Apa dasar pertimbangan dispensasi kawin beda agama melalui penetapan 

pengadilan  dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga negara? 

2. Bagaimana akibat hukum dispensasi kawin beda agama melalui penetapan 

pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga negara? 

 

 

 

 

                                                

22Dimuat dalam artikel terkait‘’Fakta Empiris Nikah Beda Agama di 

Indonesia’’http://blog.uny.ac.id/retneno/2012/01/07/fakta-empiris-pernikahan-beda-agama/, Diakses 

pada 17 Agustus 2022. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan, 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar dispensasi kawin beda agama 

melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan 

warga negara. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari dispensasi kawin beda 

agama melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak 

perkawinan warga negara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini, 

harapan penulis supaya dapat emberi sumbangsih berbentuk pemikiran yang 

bermanfaat bagi pengetahuan dalam bidang hukum, terlebih dalam bidang 

administrasi hukum Negara mengenai perkawinan beda agama di 

Indonesia.23 

 

 

 

                                                

23Bambang Sunggono,Metodologi Penelitian Hukum,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2011, 

hlm.111. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang ingin dicapai oleh penulis dengan membantu 

dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan, 

penegakan terhadap perkawinan beda agama. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian diartikan sebagai bingkai dari sebuahpenelitian, 

yang memberikan gambaran batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, 

serta membatasiarea penelitian. Lalu guna mendapatkan gambaran jelas lingkup 

suatu penelitian disebut paruh  penelitian dan digunakan untuk menggambarkan 

batas-batas penelitian,  permasalahan, dan wilayah penelitian. Setelah itu, agar 

penulis dapat memastikan kesesuaiannya dengan  masalah yang akan diangkat, 

maka harus diperoleh informasi yang jelas, pada titik mana penulis perlu 

mengajukan pertanyaan tentang draf tersebut. Siapa saja yang berperan sebagai 

ruang lingkup selama penulisan analisis esai dispensasi dan akibat hukum dari 

kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam perlindungan hak 

perkawinan warga negara, dengan demikian ruang lingkup tersebut sesuai dengan 

judul penelitian ini yaitu ‘’Dispensasi Kawin Beda Agama Melalui Penetapan 

Pengadilan Dalam Kerangka Perlindungan Hak Perkawinan Warga 

Negara’’.24 

 

                                                

24Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum,Sinar Grafika,Jakarta, 2013, hlm.79. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Negara Hukum 

Negara hukum di zaman modern dikembangkan oleh beberapa tokoh yaitu 

negara hukum tradisi Eropa Kontinental oleh Julius Stahl, Paul Laband, Immanuel 

Kant dan lain-lainnya dikenal dengan konsep negara hukum ‘’rechtstaat’’dalam 

istilah bahasa Jerman. Sedangkan pada konsep negara hukum ‘’the rule of law’’ 

dalam tradisi Anglo Amerika dipelopori A. V. Dicey.25 Menurut Mutiara’s dalam 

bukunya ilmu tata Negara bahwa Negara hukum adalah Negara yang susunannya 

diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga kekuasaan dari alat-

alat pemerintahannya didasarkan hukum.Didalam Negara hukum, Hak-hak rakyat 

dijamin sepenuhnya oleh Negara dan terhadap Negara dengan tunduk dan taat 

kepada segala peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Negara.26 

Menurut Julius Stahl, terdapat empat unsur atau elemen penting dalam konsep 

Negara hukum rechstaat, yaitu:27 

       a. Terdapat perlindungan terhadap HAM atau Hak Asasi Manusia 

       b. Dalam negara hukum terdapat pemisahan dan pembagian kekuasaan 

       c. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan yang telah ada 

                                                

25 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan konstitualisme indonesia, Jakarta: Sekretariat Jendral dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm. 151. 

26Abdul Mukthie Fadjar,Sejarah,Elemen dan Tipe Negara Hukum,Setara Press,Malang,2016, 

hlm.5-6.  

27 Syaiful Bakhri, Ilmu Negara dalam Pengumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum, Cet. 

I, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 97-99. 
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       d. Terdapat peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi 

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI tahun 

1945, Indonesia ialah negara hukum hal ini berarti Indonesia menempatkan hukum 

sebagai patokan utama dan tertinggi atau disebut supremasi hukum yang 

mempunyai tiga cita dasar diantaranya keadilan, kemanfaatan serta kepastian 

hukum. Pasal tersebut memberi makna bahwa kedaulatan hukum di Indonesia 

dijalankan dengan demokratis yang berlandaskan konstitusi.28 Negara hukum 

mempunyai ciri khas yaitu dalam hal melindungi hak asasi tiap individu 

masyarakat negaranya, sebagaimana tujuan dari negara hukum adalah menjamin 

hak asasi masyarakatnya.  

Menurut Aristoteles bahwa Negara hukum ialah Negara yang berdiri diatas 

hukum yang menjamin keadilan warga negaranya.Keadilan adalah syarat bagi 

tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar agar 

menjadi warga Negara yang baik jika peraturan hukum mencerminkan pergaulan 

hidup antar warga negaranya.29 Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap 

perkawinan beda agama di Indonesia merupakan tindakan diskriminatif yang tidak 

sesuai dengan hak asasi manusia yang membatasi agama warga negaranya. Namun 

mengenai kebebasan memeluk agama hakiki tidak ada campur Negara meskipun 

merupakan hak dasar perkawinan belum selaras dengan peraturan perundang-

                                                

28 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat 

Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: 

Predana Media, 2003, hlm. 154. 

29Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,Pusat Studi 

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti,1983,hlm.153-154. 
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undangan karena tidak sesuai dengan penegakan hak asasi manusia. Hak untuk 

berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah. 

Kemudian hak asasi manusia tidak boleh dikurangi dengan alasan agama atas 

kehendak bebas dari kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan. Negara harus 

hadir guna menjamin aturan konkrit agar terealisasinya harmonisasi ketentuan 

yang diberlakukan di masyarakat sehingga menimbulkan akibat hukum pada 

perbuatan hukum suatu ikatan perkawinan adanya hubungan orang tua, adanya 

hubungan suami-istri, beserta permasalahan harta kekayaannya.30 Sahnya suatu 

perkawinan berdasarkan kepercayaan dan agamnya, namun dalam faktanya masih 

ada pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan beda agama melalui jalur 

permohonan penetapan pengadilan, penundukan sementara pada salah satu hukum 

agama yang kemudian diselenggarakan di luar negeri apabila ditolak tergolong 

diskriminatif atas dasar hak asasi manusia sehingga muncul konflik norma yang 

berakibat kepada diterima salah satu calon pasangan terhadap penundukan diri atas 

agama dianut guna mengikuti agama pasangannya.31 

Penulis menggunakan teori negara hukum dalam rangka untuk membahas dan 

menganalisis permasalahan peran negara dan pemerintah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan yang akan berkaitan dengan kawin beda agama 

sebagai bentuk dari tanggung jawab negara. 

                                                

30 Daeng. Y., & Ariga, F., Larangan Pernikahan BedaAgama Diamati dari Perspektif Hak 

Asasi Manusia,  Journal Equitable 87, 2 (2),  2017, hlm. 70-87. 

31 Made Widya Sekarbuana,’’ Perkawinan BedaAgama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 

Di Indonesia’’, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar,  Bali, Indonesia, Jurnal 

PreferensiHukum Vol .2, No. 1, 2021. hlm. 16-21. 
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2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitgerald, teori pembatasan hukum yang pertama, seperti yang 

dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, adalah teori yang didasarkan pada asas-asas 

dasar hukum, disebut juga teori hukum, karena berpandangan bahwa hukum 

merupakan produk dari Tuhan atau produk dari hukum yang tidak diciptakan, dan 

bahwa tidak ada perbedaan antara itu dan moralitas. Pada faktanya, perlindungan 

hukum diharuskan melihat dari berbagai tahap yaitu perlindungan hukum yang 

diberikan masyarakat dalam hal ini bedasarkan kepada kesepakatan yang dibuat 

masyarakat untuk mengelola hubungan dari perilaku antar perseorangan dan 

anggota masyarakat dengan pihak Pemerintah yang dipandang sebagai perwakilan 

dari kepentingan masyarakat.32 

Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah 

suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah 

subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna 

kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh 

hukumagar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan 

politik dan ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada tingkat 

individu maupun sturktural. Philipus M. Hadjon berpendapat terkait teori 

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan dari pihak pemerintah yang 

memiliki sifat preventif dan represif. Sarana perlindungan hukum menurut 

Philipus M. Hadjon antara lain perlindungan hukum preventif telah disiapkan 

                                                

32Ibid. hlm 6. 
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sarana berupa  keberatan (inspraak) yaitu sebelum pemerintah menetapkan 

keputusan maka rakyat dapat melakukan keberatan atau dimintai pendapatnya 

mengenai rencana keputusan tersebut. Sistem perlindungan preventif memiliki arti 

penting dimana individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan 

hak-haknya dan kepentingannya, kemudian cara tersebut dapat menunjang 

pelaksanaan pemerintahan yang baik sehingga timbul saling percaya antara 

pemerintah dengan yang diperintah. Sedangkan perlindungan hukum represif 

berfungsi jika telah terjadi sengketa. Dalam fungsinya menyelesaikan sengketa, 

sarana perlindungan hukum represif di Indonesia yaitu pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum sebagai perbuatan melanggar oleh penguasa.33 

Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Yang 

dimaksud dengan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding 

administrasi adalah penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui 

instansi yang merupakan permintaan banding terhadap suatu tindakan 

pemerintahan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut kepada 

pejabat pemerintah yang memiliki hirarkis lebih tinggi atau kepada pejabat 

pemerintah lain dari pada yang melakukan tindakan itu. Instansi pemerintah yang 

menerima permohonan banding tersebut memiliki wewenang mengubah atau 

membatalkan tindakan pemerintahan tersebut. 

                                                

33ImanuelJaya,Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju 

Kontemporer),Palangka Raya, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintah Universitas Palangka 

Raya,Volume 3,Januari 2014, hlm.3-4. 
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Menurut Philipus M. Hadjon, tujuan hukum adalah untuk menegakkan 

prinsip-prinsipnya, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Perlindungan hukum adalah simbol dari fungsi ini. Perlindungan hukum adalah 

suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan 

hukum baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif 

(pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam kerangka yang 

dinyatakan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon menitikberatkan pada 

‘’tindakan pemerintah’’ membedakan perlindungan hukum preventif yang 

bertujuan mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pada tindakan 

berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif yang bertujuan 

menyelesaikan sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan.34 

            Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini dalam rangka untuk 

membahas dan menganalisis perlindungan hukum hak warga Negara dalam 

kawin beda agama. 

3. Teori Kewenangan 

Menurut teori Max Weber, perasaan atau emosi seseorang berhubungan 

dengan hubungannya dengan masyarakat umum karena ada beberapa orang yang 

memerintah dan beberapa orang yang diperintah (The rule and the roled). Dengan 

demikian, ada kepercayaan tertentu yang berhubungan dengan hukum dan ada 

yang tidak (ilegal). Kekuasaan hukum adalah berwenang rasional, yaitu 

                                                

34  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 

1987, hlm. 3 
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berwenang yang berdasarkan suatu sistem hukum seperti suatu kaedah yang diakui 

serta dipatuhi oleh masyarakat bahkan diperkuat oleh Negara.35 

Menurut Yuridis, pengertian berwenang adalah suatu perangkat yang 

disediakan oleh peraturan per-undang-undang dalam rangka mengembangkan 

hukum akibat. Karena dapat disimpulkan bahwa yang berwenang merupakan suatu 

jenis kewenangan tertentu, artinya ketika seseorang menerima kewenangan dari 

Undang-Undang, seperti seseorang yang menerima subyek hukum, mereka juga 

akan merasa terdorong untuk melakukan tindakan yang sesuai dalam kewenangan 

tersebut. 36 

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan membuat 

putusan hanya dapat diperoleh dengan tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan 

mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan 

Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah 

kewenangan yang berasal dari pelimpahan, kewenangan atribusi terdapat 

pemindahan kewenangan kepada bawahannya dengan dibarengi pemindahan 

tanggung jawab. Bedanya pada kewenangan delegasi dan mandat pada 

kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan 

                                                

35 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat 

Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52. 

36Utrecht,PengantarHukum Administrasi Negara Indonesia,Ichtiar,Jakarta,1962.hlm.9. 
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yang ada, sedangkan kewenangan mandat terdapat dalam pengalihtanganan 

kewenangan yang ada hanya janji-janji intern antara penguasa dan pegawai.37 

Ketetapan administrasi negara merupakan hukum publik bersegi satu yang 

dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa. 

Menurut Van Der Wel menyatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan 

hukum oleh suatu alat pemerintah bertujuan untuk menimbulkan atau menolak 

suatu hubungan hukum. Artinya bahwa dalam membuat suatu penetapan yang 

dilakukan oleh alat-alat penguasa yang diberikan kewenangan khusus bersifat 

mengikat dan berlaku umum. Syarat-syarat suatu ketetapan itu sah adalah dibuat 

oleh alat atau pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, tidak boleh 

kekurangan yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bentuk dan cara 

sesuai dengan peraturan dasar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasar diterbitkannya 

ketetapan itu, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

dalam suatu hubungan hukum yang telah ada.38 

Kemudian dijelaskan bahwa salah paham semacam itu harus diluruskan oleh 

hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi agar bisa disebut sebagai salah 

paham yang sah. Bahwa ketetapan itu timbul dari adanya hak dan kewajiban bagi 

yang warga Negara yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru dimana 

                                                

37 Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administasi dalam Mewujudkan 

Pemerintahan yang Bersih, Makalah disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994. hlm. 16. 

38 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 

2. 
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ketetapan yang membatalkan suatu ketetapan lama menimbulkan kewajiban untuk 

hak untuk mendapatkan honorium sebagai akibat tersebut. Menurut Mr. Prins 

ketetapan positif mempunyai akibat hukum antara lain ketetapan yang melahirkan 

keadaan hukum baru, ketetapan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi objek 

tertentu, ketetapan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya suatu badan 

hukum, ketetapan yang memberikan hak-hak baru kepada seseorang atau lebih 

(ketetapan yang menguntungkan), ketetapan yang membebankan kewajiban baru 

kepada seseorang atau lebih (perintah-perintah).39 

Selanjutnya dalam hal ini badan-badan yang mempunyai kewenangan 

mengadili, memeriksa dan memutus perkara yaitu badan peradilan yang berada di 

bawah mahkamah agung berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya kewenangan 

dibedakan menjadi dua ialah kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili 

mengenai perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan 

lainnya. Sedangkan kewenangan relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara 

atas dasar lokasi wilayah hukumnya. Maka dari itu dalam hal penetapan 

pengadilan berkaitan dengan kawin beda agama termasuk kewenangan absolut 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara mutlak dalam pengadilan negeri. 

Penetapan yang dijatuhkan oleh pengadilan lainnya tidak berwenang memeriksa 

dan mengadilinya maka batal demi hukum.40 

                                                

39 W. F. Prins, Jakarta, Inleiding in het Administratief recht van Indonesie, JB Walters 

Groningen,1950. hlm. 121. 

40 Philipus M. Hadjon, 1997, ‘’TENTANG WEWENANG’’, Yuridika, Volume No. 5 & 6. 

Tahun XII, September-Desember, hlm. 1. 
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Penulis menggunakan teori kewenangan ini dalam rangka untuk membahas 

dan menganalisis penetapan pengadilan dalam kaitannya dengan kawin beda 

agama. 

4. Teori Perizinan 

Menurut Amrah Muslimin, perizinan adalah penerapan hukum untuk 

penyelenggaraan negara di bawah satu set hukum dan prosedur yang mengatur 

kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk mencapai izin tanpa melanggar norma 

hukum  dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kebijakan dalam memberi izin 

dengan tidak boleh bertentangan norma hukum. Menurut Amrah Muslimin bahwa 

izin dibagi dalam tiga bentuk perizinan (vergunning) yaitu lisensi, dispensasi dan 

konsesi. Dispensasi diberikan yang belum tercantum dalam perundang-undangan. 

Perizinan ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan harus disertakan adanya 

sebuah wewenang yang telah dikeluarkan oleh pejabat publik yang memiliki 

fungsi sebagai pelaksana perundang-undangan.41 Pada akhirnya pemberian izin 

oleh pemerintah kepada suatu subjek dan badan hukum dilakukan melalui surat 

keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi 

Negara. Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah 

yang untuk mengontrol kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari 

ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan batasan aktivitasnya rakyat agar 

                                                

41 Amrah Muslimin. Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum 

Administrasi, Alumni, Bandung, 1985. hlm. 189. 
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tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain,disimpulkan bahwa perizinan lebih 

merupakan instrumen preventif atau berkarakter sebagai preventif instrumental.42 

Berkaitan dengan dispensasi dalam hal ini pemerintah untuk mengatur 

masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan solusi dalam pernikahan yang 

bisa menjadi persoalan ketika persoalan berbeda agama menjadi penghalang bagi 

mereka melangsungkan pernikahan. Penetapan agama dalam perkawinan ini untuk 

meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama agar tidak terjadi dampak buruk 

bagi para pihak. Secara de facto, masalah dispensasi kawin dalam perizinan 

sebagai salah satu alternatif kebijakan yang digunakan pemerintah untuk 

mengedalikan warga negaranya agar tertib namun kebijakan yang dikeluarkan 

sering muncul permasalahan hukum dan diskriminatif. Menurut Ariza Umami 

bahwa dispensasi kawin merupakan aktualisasi kebijakan sebagai formulasi 

masalah sosial khususnya dalam perkawinan. Pemerintah sebagai pendukung hak-

hak dan kewajiban-kewajiban memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan 

publik.43  Publik adalah kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan dari sebuah kebijakan demi kepentingan Negara maupun masyarakat. 

Tujuan pemberian dispensasi adalah agar seseorang dapat melakukan suatu 

perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat Undang-Undang yang 

berlaku dalam hal ini yaitu pemberian izin bagi seorang wanita  dan seorang pria 

                                                

42 Rifqy Maulana dan Jamhir Jamhir,’’Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan’’, dimuat 

dalam Jurnal JustisiaVol. III No. 1, Tahun 2018, hlm. 90-91. 

43 Ariza Umami  ,’’Dispensasi Nikah Terkait Dimensi Perizinan Dalam Perspektif Negara 

Hukum (Rechtstaat) dan Kesejahteraan (Welfarestat)’’,Jurnal Publikasi Ilmiah, Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Metro, 2017. hlm. 4. 
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yang beda agama untuk kawin, meskipun peraturan menentukan syarat-syarat 

untuk kawin harus agamanya yang sama. Dispensasi kawin dalam Undang-

Undang perkawinan menunjukkan parameter kedewasaan untuk kawin dengan 

alasan kemampuan perkawinan untuk memikul tanggung jawab agar memberikan 

izin seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. 

Penulis menggunakan teori perizinan ini dalam rangka membahas dan 

menganalisis dispensasi kawin beda agama. 

G. Metode Penelitian 

     1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian  

pendekatan dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. 

Serta mengumpulkan data yang dilakukan melalui datakepustakaan.44 Kerangka 

logis hukum dalam penulisan normatif dibangun di atas prinsip-prinsip Islam dan 

metode kerja hukum. Dokumen ini dibuat oleh Peter Mahmud, yang menekankan 

bahwa melakukan penelitian hukum adalah metode untuk mempelajari hukum dan 

para ahli hukum bekerja sama untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang 

mungkin timbul.45 

 

                                                

44Amiruddin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Rajawali Pers,Jakarta, 

2010, hlm.166. 

45 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Pranadamedia Group, 

2012. hlm. 35. 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) 

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

caramenelaah semua peraturan perundang-undangan serta seluruh regulasi 

yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. 

Pendekatan yang  mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan dasar atau patokan utama dalam 

melakukan penelitian yang sedang dilakukan, konsistensi dan keserasian 

Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang dibawahnya sangat 

diperhatikan dalam jenis ini.46 

 b. Pendekatan Konseptual (coceptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

caramemberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan 

dalampenelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum 

yangmelatarbelakanginya,atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep 

yang digunakan.47 

 

                                                

46Peter Mahmud, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011, hlm. 93. 

47https://www/ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-

penelitianhukum/, diakses tanggal 1 Agustus 2022. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Sepanjang penulisan skripsi, penulis merasa perlu untuk menggunakan 

berbagai jenis sumber hukum yang berbeda, termasuk hukum primer, hukum 

sekunder, dan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Hukum primer ialah hukum yang mempunyai makna yang jelas dan 

diturunkan dari aturan-aturan yang ditaati yang memiliki kaitan dengan tujuan 

penelitian.48 Landasan hukum yang akan diterapkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan, 

Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5475; 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Tujuan dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan yang 

lebih rinci tentang bahan hukum primer. Pedoman penulisan proposal adalah 

sebagai berikut: 

                                                

48Peter Mahmud Marzuki,Op. Cit. hlm.141. 
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1) Buku atau karya tulis dengan judul yang menjelaskan dan 

menggambarkan berbagai aturan hukum, termasuk yang terdapat dalam 

Skripsi, Tesis, dan Disertasi. 

2) Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kajian hukum atau bahkan 

masalah hukum. 

3) Pendapat Ahli dan Makalah.49 

c. Bahan Hukum Tersier. 

Badan hukum yang sekarang adalah badan hukum yang memuat penjelasan-

penjelasan dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan badan hukum 

pertama dan kedua. Selama sesi studi ini, mahasiswa bebas menggunakan 

sejumlah kamus ilmiah dan ensiklopedia yang memiliki pemahaman yang 

jelas tentang topik yang termasuk dalam skripsi yang diusulkan 

mengilustrasikan berbagai masalah hukum, termasuk yang ditemukan dalam 

tubuh esai, tesis, dan disertasi.50 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis memilih untuk memilih menggunakan metode kepustakaan dalam 

melakukan pengumpulan bahan hukum (library research). Penulis mengumpulkan 

informasi dari beberapa sumber, antara lain Ensiklopedia, berbagai buku dan 

jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dan Karya Tulis Ilmiah yang terkait, selain 

                                                

49Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13. 

50Amiruddin dan Zainul Asikin, Op.Cit. hlm. 32. 



30 

 

 

 

studi kasus yang memiliki kaitan kuat dengan topik pembahasan dalam proposal 

skripsi yang bersangkutan. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan 

hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh 

sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang 

belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke 

dalam kalimat yang lebih sederhana. 

b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian 

melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data 

hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada 

hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum 

lainnya. 

c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan 

hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.51 

 

 

 

                                                

51 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Jaya, Bandung, 2008. hlm. 96. 
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Untuk melengkapi penyuntingan naskah ini, penulis memutuskan untuk 

menggunakan teknik analisis yang ketat dengan menggunakan materi Hukum 

seperti keterangan dan Hukum berbentuk tulisan.52 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah puncak dari 

penyusunan yang metodis dan sistematis yang tidak menyimpang dari tujuan 

penelitian. Imbalan penulis adalah jawaban untuk segala permasalahan yang 

diangkat dalam diskusi makalah penelitian saat ini tentang masalah tersebut. 

Metode perhitungan kesimpulan yang dipergunakan penulis dalam penulisan 

naskah ini yaitu metode deduktif.53 Metode penarikan kesimpulan secara deduktif 

yaitu metode penarikan kesimpulan yang diperoleh dari semua hal yang bersifat 

umum selanjutnya mengecil menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus serta 

tetap berkorelasi dengan masalah yang akan dikaji dala penelitian ini.

                                                

52Zainuddin Ali,Op.Cit, 2013 hlm.105. 

53Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 67. 
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